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ABSTRAK
Penyebab kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah ketidak sinkronan konsep-konsep hukum keuangan negara, konsep hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum perseroan, dan hukum pidana dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan baik data sekunder, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data hukum tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan library and online research, sebagai data utama, maupun data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten, sebagai data penunjang. Analisis yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dilakukan dengan yuridis kualitatif terhadap data dan fakta hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan adanya perbedaan pendapat pada setiap kasus. Hal tersebut disebabkan ketidaksinkronan konsep-konsep hukum keuangan negara, konsep hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum perseroan, dan hukum pidana yang terdapat pada UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004,  dan UU 31/1999 jo UU 20/2001.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Dengan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) Sebagai Upaya Penyelamatan Kerugian Negara Dihubungkan Dengan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tinddak Pidana Korupsi, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah efektivitas yang memiliki daya eliminasi terhadap terjadinya disharmoni hukum, memiliki unifikasi penafsiran hukum, memiliki subtansi yang mengedepankan keadilan, dapat digunakan untuk menangani terjadinya peralihan dari ranah hukum pidana ke ranah hukum perdata, memiliki acuan nilai efisiensi ekonomi terhadap penanganan kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta konsep tersebut didasarkan kepada subtansi regulasi, strategi dan standar hukum sebagai mandatory dari UNCAC 2003 tanpa meningalkan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Atas dasar itu, maka penulis menyarankan bahwa bagi kalangan akademisi dan praktisi sebaiknya teori analysis ecomic of law digunakan dalam perhitungan nilai waktu dari uang sebagai bagian dari perhitungan efisiensi dan cost benefit analysis yang dapat memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Sementara itu asas legalitas perlu dikembangkan untuk penguatan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu untuk melengkapi substansi pada perubahan UU 31/1999 jo UU  20/2001, sebaiknya dibuat kajian analisis ekonomi terhadap hukum yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran terhadap perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, dengan fokus  kepada dampak penyelewengan di bidang keuangan negara terhadap perekonomian nasional.

A.	Latar Belakang Penelitian
	Dikaji dari perspektif hukum berdasarkan isinya maka dikenal hukum Publik dan hukum Privat, Lebih lanjut masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup Convervatoir Beslag (sita jaminan) atau sita pengukuhan. Convertoir Beslag sebagai upaya menentukan secara pasti harta tergugat atau harta debitur (yang terhutang) yang disita. Gejala korupsi ada pada setiap Negara, terutama pada Negara yang sedang berkembang dan membangun seolah – olah menjadi Conditio sine qua non, ​[1]​. Ada usaha terutama karena desakan rakyat banyak agar korupsi dibabat habis kalau perlu dengan hukum darurat, seperti pidana yang berat, system pembalikan beban pembuktian, pembebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke suatu independen yang dijamin integritasnya,​[2]​
	Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang                      (developing country) juga tidak luput dari masalah korupsi. Merebaknya berbagai kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia, sungguh sangat memprihatinkan. Korupsi belakangan ini bahkan telah masuk ke dalam berbagai bidang, baik ekonomi, poltik maupun sosial budaya.
	Melihat kenyataan tersebut, sudah barang tentu pemerintah dan rakyat Indonesia harus mengerahkan segenap pikiran, daya dan upaya guna mencari metode penegakan hukum yang efektif, optimal, intensif dan berkesinambungan.
Di Indonesia, korupsi dikatakan sosiolog sudah menjadi budaya. Pendapat pesimistis ini beralasan bahwa pemberantasan korupsi sudah lama diupayakan tetapi belum mampu dicegah. Tindakan legislasi dan penyempurnaannya juga mengalami evolusi yang dimulai dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal         9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957; Peraturan Pemberantasan Korupsi Prt Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang – Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang yang sudah  ada sebelumnya ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berupaya merumuskan perbuatan korupsi secara komprehensif belum mampu menuntaskan kasus korupsi di pengadilan.
Kegiatan pelayanan pemerintah yang rawan korupsi menurut penelitian Transfarency International dan juga terjadi di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa publik, penetapan batas-batas tanah, pengumpulan dan pemasukan, pengangkatan pegawai pemerintah, dan tata pemerintahan setempat.
menurunkan terjadinya tindak pidana korupsi.​[3]​ Praktik korupsi dari tahun ke tahun justeru semakin meningkat baik dari kuantitas kasus maupun dari aspek kerugian keuangan negara. Demikian pula pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan sarat dengan berbagai kepentingan tertentu.
Maraknya praktik korupsi di pusat dan daerah. Tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang otonomi. Karena otonomi daerah diartikan sebagai otonomi dalam hal uang (autonomy means automoney).​[4]​ Dengan demikian, daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhan, terutama dalam hal finansial. Pemahaman yang salah kaprah seperti ini mendorong Pemerintah Daerah menjadi semakin bernafsu mengeruk pendapatan asli daerah (PAD) dari masyarakat. Kecenderungan seperti ini hampir menjadi watak yang melekat di setiap birokrasi daerah. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, karena peningkatan PAD biasanya diikuti dengan peningkatan konsumsi dan korupsi elit lokal. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan birokrat dan politisi daerah dalam kurun waktu pasca reformasi 1998 merupakan bukti maraknya praktik korupsi dalam pelaksanaan otonomi daerah.​[5]​
Tindak pidana korupsi dilakukan pejabat publik dengan melakukan kegiatan-kegiatan menjual wewenangnya untuk mengambil keputusan, dikarenakan permintaan / pengaruh seseorang kelompok, sehingga keputusan tersebut menguntungkan seseorang atau kelompok yang berpotensi merugikan keuangan negara disesbabkan adanya imbalan yang cukup menggiurkan.​[6]​
Kendatipun ribuan kasus - kasus korupsi telah diusut dan dituntut ke Pengadilan oleh aparat penegak hukum, masih menyisakan persoalan yang pelik, yakni masalah pemulihan Kerugian Negara, disamping penjatuhan Pidana Tambahan yang secara (Imperatif) berupa pembayaran uang pengganti dari tindak pidana korupsi.​[7]​ Apabila dari pengembalian asset tidak mencukupi nominal yang dicantumkan dalam amar putusan hakim sebagai kerugian keuangan negara, maka secara subsidair dikenakan denda uang pengganti sebagai tambahan yang disubstitusi dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, jika terpidana nyata-nyata dalam waktu 1 (satu) bulan tidak mampu melunasi kewajiban pengembalian kepada negara. Keuangan Negara sangat besar misalnya saja dari Laporan KPK tahun 2010 yang menerima sekitar 3560 kasus korupsi dari pengadaan barang dan jasa diperkirakan mencapai triliun dengan asumsi bahwa pembangunan tanpa pengadaan barang dan jasa adalah sesuatu yang tidak mungkin.​[8]​
Secara yuridis bahwa kewajiban terpidana mengembalikan Aset melalui penyitaan, namun secara empiris bahwa pengembalian hasil penyitaan dari yang hasil penjualan lelang disetor kan  secara langsung ke kas negara​[9]​ menyisakan persoalan bahwa terpidana diberikan kesempatan membayar sisa yang kurang dari nilai penyitaan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jumlah  kerugian negara merupakan kewajiban hukum pidana kepadanya. Menurut data yang diperoleh kini bahwa banyak terpidana korupsi masih belum melunasi kewajibannya. Laporan terakhir tentang statement account on recovery asset and money back sebesar Rp. 14.104.091.442, 80.​[10]​ Jadi jika dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang terjadi di tahun 2009 sebanyak 19 triliun, maka besar kemungkinan tunggakan kerugian keuangan negara semakin bertambah, padahal instrumen pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menjadi kewajiban jaksa dan hakim untuk membebankan kepada terpidana dan ahli warisnya.
	Pengembalian kerugian negara, tidaklah semudah dengan apa yang dibayangkan, akan tetapi diperlukan suatu tindakan hukum guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Tindakan hukum yang sudah ada dan yang diterapkan adalah berupa suatu penyitaan, namun di dalam praktek pemulihannya masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan pada umumnya terdakwa lebih condong memilih pasang badan  (memilih menjalani pidana tambahan berupa pidana penjara) dari pada membayar ganti rugi terhadap kerugian negara melalui penyitaan harta benda yang dimiliki, oleh karena itu bagaimana mencari alternatif ataupun solusi/ tindakan hukum sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut.
		Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan sebelum perkaranya diperiksa ataupun pada saat proses pemeriksaan perkara, maksud dan esensi dari Sita Jaminan dimana harta / barang yang disita untuk menjamin gugatan, agar gugatan tidak hampa, dimana tujuan agar  Tergugat tidak memindahkan / mengalihkan atau membebankan harta kepada pihak ke-3; dan dalam perkara tuntutan ganti kerugian Sita Jaminan dapat meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sita Jaminan / CB berubah menjadi Sita Eksekusi melalui Penjualan Lelang.
	Selanjutnya (Conservatoir Beslag) Sita Jaminan bila dibandingkan dengan penyitaan dalam Pasal 1 butir 16. KUHAP yang berbunyi : Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
	Terhadapn Penyitaan dalam Tindak Pidana : Dalam Pasal 38 KUHAP  sebagai berikut :
(1)	Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(2)	Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.​[11]​
Pasal 39 KUHAP  sebagai berukut :
(1)	Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
a.	Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
b.	Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c.	Benda yang dipergunakan untuk menghalangi – halangi penyidikan tindak pidana;
d.	Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.	Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.​[12]​

(2)	Benda yang berada dalam sitaan karena perkara Perdata atau karena Pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).
Selanjutnya menyimak Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : ​[13]​ (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai pidana adalah :
a.	Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak berwujud tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dan barang yang menggantikan barang – barang tersebut;
b.	Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dan tindak pidana korupsi;
B. Pembahasan
1.  Istilah Pengertian Conservatoir Beslag ( Sita Jaminan )
Pengertian sita jaminan atau Conservatoir Beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv,​[14]​ yang secara yuridis merupakan upaya hukum yang diambil oleh pengadilan dengan menyita barang debitur sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara selama belum ditentukan putusan dalam perkara tersebut.
- Pengertian Pasal 261 ayat (1) RBG adalah apabila penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kehawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang – barang nya, penyitaan tidak dapat dilakukan. 
Dalam peraktik lazimnya permohonan diajukan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara yang bersangkutan dan hakim ketua pulalah yang memerintahkan penyitaan dengan surat pernyataan.
-  RBG Pasal 720 Rv adalah tugas Ketua Pegadilan Negeri atau jika Debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah Jaksa di tempat kedudukan Pengadilan Negeri atau jika ketua Pengadilan tidak ada ditempat tersebut 
Dengan demikian Sita Jaminan dapat dilakukan :​[15]​	
1.	Sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara atau ;
2.	Pada saat proses pemeriksaan perekara sedang berjalan, sebelum Hakim 
	Ketua (Pengadilan) menjatuhkan putusan.
Dari ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBG, ada beberapa makna yang terkandung dalam lembaga Sita Jaminan, seperti yang akan diuraikan dibawah ini :
1.	Sita Jaminan merupakan tindakan hukum eksepsional
Tindakan Sita Jaminan merupakan upaya hukum dan tindakan hukum “pengecualian”. Bahwa tidak selalu suatu proses pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakan sita jaminan dan sebagai upaya untuk menjamin hak – hak penggugat, andaikata gugatan penggugat dikabulkan karena dimenangkan, maka akan lebuh pasti bahwa putusannya itu dapat dilaksanakan dan ia dapat menikmati kemenangannya tersebut. Oleh karena alasan yang eksepsional itulah, maka penerapannya haruslah :​[16]​
a.	Secara bijaksana Majelis hakim (Pengadilan) mmpertimbangkan secara hati – hati disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula oleh fakta – fakta yang mendasar.
b.	Kebijaksanaan mengabulkan sita jaminan, sejak semula didasarkan oleh adanya bukti yang kuat tentang akan dikabulkannya gugatan penggugat.
Sifat tindakan hukum yang eksepsional tersebut, diberikan oleh Undang – undang untuk mengabulkan sita jaminan yang terdapat dan tersirat pada ketentuan Pasal 227 HIR, yakni sebelum putusan dijatuhkan kepada tergugat atau sebelum putusan yang menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tergugat telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menyita barang – barangnya, sehingga barang – barang milik tergugat yang telah disita untuk kepentingan penggugat tersebut dibekukan, ini berarti barang – barang itu sidimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan, digelapkan atau dipindahtangankan kepada orang lain, seperti digadaikan, disewakan atau dijual.
Pasal 227 HIR mengatur sebagai berikut : ​[17]​
(1)	Jika ada tersangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijtuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan uang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk mengajukan ddan menguatkan gugatannya.
(2)	Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah Ketua akan mengahdap persidangan itu.
(3)	Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat – akibat yang berhubungan dengan itu maka Pasal 197, 198 dan 199 berlaku juga.
(4)	Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
(5)	Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal ddapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.
2.	Sita Jamnina sebagai tindakan perampasan
C. Kesimpulan 
1. Penegakan hukum melalui Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) dapat diberikan peran / diterapkan dalam penanggulangan dan penyelesaian pemulihan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi dalam mendukung terpenuhinya Pasal 18 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi / Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai konsep pembaharuan hukum dan kebutuhan yang mendesak dalam penyusunan regulasi dimasa mendatang, atau dapat diterapkan sebagai penemuan hukum ataupun terobosan mencapai hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) dapat efektif bila diberikan ruang, dengan menggabungkan perkara pidana dan ganti rugi, demi efiensi waktu, tenaga dan mereriel dalam mendukung Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 sehingga pemulihan keuangan negara lebih bisa di optimalkan kendatipun masih terdapat kendala dalam penerapannya di karenakan belum adanya regulasi yang mengatur membuat ada keraguan dari penegak hukum menggunakan alternatif Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) tersebut.
B. Saran
1. Perlu dicoba penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) oleh Jaksa Penuntut Umum dimintakan kepada Hakim Ketua dalam persidangan pidana, sambil menunggu regulasi yang akan mengatur dimasa mendatang.
2. Hakim Ketua dalam persidangan diharapkan tidak boleh menolak bila Jaksa mengajukan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) karena filosofi tindakan pidana korupsi lebih mengutamakan penyelamatan pengembalian uang negara demi pembangunan menuju masyarakat adil dan sejahtera daripada menghukum dengan menjatuhkan pidana yang lama dan terdakwa lebih memilih pasang badan daripada mengganti kerugian negara / uang pengganti.
3. Sesuai dengan struktur organisasi Kejaksaan Agung di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara/ diharapkan dapat aktif dan berperan mengambil bagian dalam hal pengajuan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) bila ada perkara tindak pidana korupsi, tidak usah menunggu dengan menggunakan gugatan perdata, demi efisiensi waktu, tenaga, materiel dalam penyelamatan kerugian negara. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana kordari KPK  terdakwa Irjen.Pol. Djoko Susilo, untuk pertama kalinya Jaksa Penuntut Umum dari KPK membuat Dakwaan Komulatif yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemudian oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dikabulkan dan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menguatkan Putusan tersebut, dengan demikian memungkinkan Conservatoir Beslag (Sita jaminan) bisa dimasukan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Jaksa diharapkan dapat menggunakan tindakan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) tersebut.
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